BUPATI
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 5® TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/636 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN BUPATI BIREUEN TAHUN 2025
BUPATI BIREUEN,

bahwa sehubungan dengan adanya wusulan Rancangan
Peraturan Bupati dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
Bireuen khususnya dari Bagian Umum Setdakab Bireuen,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bireuen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpatu Satu Pintu maka untuk kesinambungan dalam
Penetapan Perencanaan Peraturan Bupati, dipandang perlu
Merubah untuk kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Bireuen
Nomor 100.3.3.2/636 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perencanaan Peraturan Bupati Bireuen Tahun 2025 guna
dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

9. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/636 Tahun 2024
tentang Penetapan Perencanaan Peraturan Bupati Bireuen
Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/369 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Merubah untuk ketiga kalinya Atas Keputusan Bupati Bireuen
Nomor 100.3.3.2/636 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perencanaan Peraturan Bupati Bireuen Tahun 2025 pada
Lampirannya, sehingga Judul Rancangan Peraturan Bupati

sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 (dua) Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan
ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI (|
SEKRETARIS DAERAH | /)

ASISTEN 'Y

KABAG HUKUM 1

4
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 100.3.3.2/%9 TAHUN 2025
TANGGAL & Septemger 2025

PENETAPAN PERENCANAAN PERATURAN BUPATI BIREUEN TAHUN 2025

JUDUL RANCANGAN PERATURAN

RO ~ BUPATI BIREUEN - PENGUSUL | KET
1 2 3 4
Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
1 Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Dinas P&K
" | Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bireuen
Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
2. | Daerah Pelayanan Pasar (Lapak/ Sewa Kios/Sewa Disdagperinkop
Pasar Grosir dan Sewa Tanah)
Pelaksanaan Subsidi Harga Pasar Murah dan Operasi . .
& Pasar Kabupaten Bireuer% Disdagperinkop
4. | Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan Disdagperinkop
5 Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemilik Disdaiterinko
" | Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang gPc P
6. | Penyelenggaraan Koperasi Gampong Merah Putih Disperindagkop
- Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan D%ﬁf;kggﬁ‘m
" | Samalanga Tahun 2022-2042 =
enataan Ruang
8. | Besaran Gaji Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha
Peut DPMGPKB
9. | Badan Usaha Milik Gampong DPMGPKB
10. | Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMGPKB
11. | Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bireuen DPMGPKB
12. | Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireuen DPMGPKB
13. | Rencana Kerja Tahun 2026 BAPPEDA
Rencana Penganggulangan Kemiskinan Daerah
14| Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 BAPPEDA
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
15- | Bireuen Tahun 2025-2029 RN
16. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Perp?.:;iasi
(SRIKANDI) ;
dan Kearsipan
Dinas
17. | Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SO,
Informatika Dan
Persandian
Dinas
. . . Komunikasi,
18. | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi forinatiEa Dis
Persandian
Pencabutan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Dinas
19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi,
| Pemungutan  Retribusi Pengendalian Menara | Informatika Dan
Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen Persandian
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Dm‘%‘s ;
20. | berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Komunikasi,

Bireuen

Informatika Dan
Persandian




21.

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bireuen

DPMPTSP

22.

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dalam Kabupaten Bireuen

DPMPTSP

23.

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

DPMPTSP

24.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
Bireuen Tahun 2025-2029

BPBD

25.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Bag. Organisasi

26.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Bireuen 2025-2029

Bag. Organisasi

27

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Bag. Organisasi

28.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset
Daerah

Bag. Organisasi

29.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bag. Organisasi

30.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan

Bag. Organisasi

31.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Bag. Organisasi

32.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian

Bag. Organisasi

33.

Perubahan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

Bag. Organisasi

34.

Perubahan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Bireuen

Bag. Organisasi

35.

Perubahan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 65
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen

Bag. Organisasi

36.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan
Kabupaten Bireuen Tahun 2025

Bagian
Perekonomian
dan Sumber
Daya Alam

37.

Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Bag. Umum




38. | Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Dinas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perumahan
(RP2KPKPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 Rakyat dan

Kawasan
Permukiman

39. | Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) Perumahan Dinas

Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Perumahan
Rakyat dan

Kawasan
Permukiman

40. | Penjabaran Perubahan APBK Tahun Anggaran BPKD
2025

41. | Penjabaran APBK Tahun 2026

BPKD

42. | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK Tahun Anggaran 2024 BPKD

43. |Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah BPKD

44. | Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan
Proyeksi Pendapatan Daerah BPKD

45. | Ketentuan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran
Pajak Daerah BPKD

46. | Sewa Kendaraan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas BPKD

47. | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bireuen BPKD
Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2025

48. | Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 BPKD

49. | Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang BPKD

50. | Analisa Standar Belanja BPKD

51. | Harga Satuan Pokok Kegiatan BPKD

52. | Kemampuan Keuangan Daerah BPKD

53. | Perubahan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Inspektorat
Tahun 2029 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain

54. |Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Imum Dinas Syariat
Syiek Masjid dan Pembentukan  Badan Islam
Kemakmuran Masjid Dalam Kabupaten Bireuen

55. | Penetapan Paya Rawa Nie Sebagai Taman DLHK
Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bireuen

56. | Pengelolaan Pangkalan Data Pertanahan Dinas
Kabupaten Bireuen Pertanahan

57. | Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen DISPORAPAR

58. | Peraturan Internal rumah Sakit Umum Daerah dr. Rumah Sakit
Fauziah Bireuen Umum Daerah

dr. Fauziah

Bireuen




59. | Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Rumah Sakit
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah
dr. Fauziah Bireuen dr. Fauziah

Bireuen

60. | Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Umum Daerah
dr. Fauziah
Bireuen

61. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor BKPSDM
45 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bireuen

62. | Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian BKPSDM
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bireuen

©3. | Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor
22 Tahun 2024 tentang Tenaga Mekanisme Baitu Mal
Pengelolaan Zakat dan Infak

64. | Perubahan Nama Laboratorium Daerah Kabupaten
Bireuen @ Menjadi  Laboratorium  Kesehatan | Dinas Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Bireuen

65. | Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan | Dinas Kesehatan
Masyarakat Wilayah Kabupaten Bireuen

66. | Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat | Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bireuen

67. | Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan | Dinas Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Bireuen Tahun 2023-

2026

68. | Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Primer Pada
Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan | Dinas Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Bireuen

69. | Rencana Aksi Daerah Dalam Penanggulangan | Dinas Kesehatan
Tuberkolosis

70. |Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk | Dinas Perikanan
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan (Pertalite)

BUPATI BIRBY¥EN,
PARAF HIERARKI A
SEKRETARIS DAERAH P
ASISTEN
KABAG HUKUM MUKHLIS
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